MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 76% TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat
pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu
menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang
terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil
Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang
perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Kabupaten Muna Barat Tahun
Anggaran 2021;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224
Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun
Anggaran 2020.

1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-49/MK.02/2021

tanggal 25 Januari 2021;

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-
30/V.65-7/93 tanggal 4 Januari 2021;

Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret

2021;
4. Surat Bupati Muna Barat Nomor : 800/796/2020
tanggal 29 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Kabupaten Muna Barat sejumlah 232 (dua ratus tiga puluh
dua) dengan rincian Tenaga Guru sejumlah 138 (seratus tiga
puluh delapan), Tenaga Kesehatan sejumlah 11 (sebelas), dan
Tenaga Teknis sejumlah 83 (delapan puluh tiga) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud
diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan:

Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling
singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun
usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan
yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi
Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15
Maret 2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi
Pendidik Dalam Pendaftaran Pengadaan Guru Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai
Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian Kabupaten Muna Barat dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten
Muna Barat;

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 APRL 202
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1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.



Lampiran

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 7&LTahun 2021

Tanggal : 29 April 2021

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MUNA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

TENAGA GURU
NO. JABATAN ALOKASI MPSN UNIT PENEMPATAN
PPPK
1. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 E9B40603 | SMPN SATAP 2 TIWORO SELATAN
2. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40400921 | SDN 11 BARANGHKA
3. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA I1SLAM 1 40400871 | SDM 1 TIKEP
4. | AHLI PERTAMA - GURLU AGAMA ISLAM 1 40400594 | SDN 3 WADAGA
5. | AHLI PERTAMA - GURL AGAMA ISLAM 1 40400973 | SDN B SAWERIGADI
6. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40400731 | SON 6 BARANGKA
7. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40405137 | SMPN SATAP 2 TIKEP
8. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA I1SLAM 1 40400662 | SMPN 1 KUSAMBI
9. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40400796 | SDN 7 KUSAMBI
10. [ AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 69854741 | SMPN 2 BARANGKA
11, [ AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40400894 | SDN 2 KUSAMBI
12, [ AHLI PERTAMA - GUIRU AGAMA ISLAM 1 40400684 | SMPN 2 KUSAMBI
13. [ AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40400582 | SDN 5 LAWA
14, [ AHLI PERTAMA - GURL AGAMA ISLAM 1 BETETT0Y | SMPN SATAR 3 TIKEP
15. | AHLI PERTAMA, - GURU AGAMA ISLAM 1 40400607 | SDN 2 WADAGA
16. | AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM 1 40400547 | SON 5 MAGINTI
17. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 1 69902189 | SMPN 2 TIWOROD UTARA
18, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 1 40400691 | SMPN 1 TIWORO SELATAN
19, [ AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 1 40405281 | SMPN SATAP 1 NAPANO KUSAMBI
20. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 1 69957368 | SMPN SATAP 5 TIWORO UTARA
21, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 1 BBO4TERD | SMPN SATAP 2 NAPAND KUSAMBI
22, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA 1 AD404506 | SMPN 4 KUSAMBI
23. | AHLI PERTAMA - GURL BAHASA INDONESIA 1 40400708 | SMPN 1 MAGINTI
24, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 69957368 | SMPN SATAP 5 TIWORO UTARA
25. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 40404857 | SMPN SATAP 1 TIKEP
26. | AHLI PERTAMA - GURL BAHASA INGGRIS 1 BATETTON | SMPN SATAP 3 TIKEP
27. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 BOTETESS | SMPN SATAP 3 MAGINTI
28, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 40400702 | SMPN 1 NAPANO KUSAMBI
29, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 40404599 | SMPN SATAP 1 MAGINTI
30. | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 BATATHGE | SMPN SATAP 2 MAGINT
31, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 40405281 | SMPN SATAP 1 NAPANO KUSAMBI
32, | AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS 1 40405137 | SMPN SATAP 2 TIKEP
33. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400613 | SDON 1 SAWERIGADI
34. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402885 | SDN 5 NAPANDO KUSAMBI
35. | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 40400814 | SDN 4 NAPANG KUSAMBI
36. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402889 | SON 9 MAGINTI
37. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS l 40402884 | SON B MAGINTI
38. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400584 | SON & MAGINTI
39, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400547 | SON 5 MAGINTI
40, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400562 | SON 4 MAGINTI
41, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400644 | SON 3 MAGINTI
42. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400867 | SON 1 MAGINTI
43, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400952 | SON 5 LAWA
44, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS i 40400868 | SON B LAWA
45, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400828 | SDN 7 LAWA
46. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS | 40400574 | SDN 3 LAWA
47. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400614 | SDN 2 TIWORD UTARA
48. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400607 | SDN 2 WADAGA
49, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400738 | SDN 4 WADAGA
50. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400821 | SDN 11 BARANGKA
51, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400858 | SON 8 BARANGKA
52. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400797 | SDN 5 WADAGA
53, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400886 | SDN B WADAGA
54. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400952 | SON 7 WADAGA
55, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400565 | SON 1 TIWORD TENGAH
56, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40401002 | SON 2 TIWORO TENGAH
57. | AHLI PERTAMA . GURL KELAS 1 40400877 SDNM 3 TIWORD TENGAH
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TENAGA GURU

NO. JABATAN T NPSH UNIT PENEMPATAN
PPPK

58. | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 40400887 | SDN 4 TIWORO TENGAH
58. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 2 40400822 | SDN 5 TIWORO TENGAH
0. [ AHLI PERTAMA - GLIRU KELAS 1 40400027 | SDM & TIWORO TENGAH
61, | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 40400799 | SDN 4 TIWORD SELATAN
£2. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400740 | SDN 3 TIWORO SELATAN
B3, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 404005968 | SDN 2 TIWORO SELATAN
64, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400600 | SDN 1 TIWORD SELATAN
85, | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 40400511 SDN 10 TIKEP

6. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400856 | SDN 3 TIKEP

B7. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400558 | SDN 8 TIKEP

68. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400819 | SDM 5 TIKEP

69, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400871 SDN 1 TIKEP

70. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40403655 | SDN 12 SAWERIGADI

71, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400842 | SDN 11 SAWERIGADI

72, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400810 | SDN 8 SAWERIGADI

73. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400973 | SDN 8 SAWERIGADI

74, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400995 | SDN 6 SAWERIGAD|

75. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400961 | SDN 5 SAWERIGADI

76, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400804 SDN 4 SAWERIGADI

77. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400551 | SDNM 3 SAWERIGAD|

78. | AHLI PERTAMA - GURLU KELAS 1 40400834 | SDN 2 SAWERIGADI

79, | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400788 | SDN 7 BARANGKA

A0. | AHLI PERTAMA - GURL KELAS 1 40400731 | SDN & BARANGKA

81, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402835 | SDN 5 BARANGKA

B2, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400800 | SDN 4 BARANGKA

83, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402529 | SDN 3 BARANGKA

B4, [ AHLI PERTAMA - GLURU KELAS 1 40402898 | SDN 2 BARANGKA

85, [ AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402877 | SDN 1 BARANGKA

86, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 BATATTOZ | SDN T TIWORO TENGAH
&7. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402508 | SDN & TIWORO TENGAH
88. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400835 | SDN 3 TIWORO UTARA
89, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400787 | SDN 5 TIWORO UTARA
90, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400536 | SDN & TIWORO UTARA
91, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 2 68957369 | SDN 8 TIWORO UTARA
92, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400865 | SDN 1 WADAGA

93, [ AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40403796 | SDN 10 KUSAMBI

84, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402882 | SDN 9 KUSAMBI

95, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400784 | SDN B KLISAMBI

96, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400796 | SDN 7 KUSAMBI

97. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400581 | SDN & KUSAMBI

98. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400559 | SDN 5 KUSAMEB!

89, | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400894 | SDN 2 KLISAMBI
100. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40402876 | SDN 1 KUSAMEI
101. | AHLI PERTAMA - GURU KELAS 1 40400818 | SDN B BARANGKA
102, | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA 1 BATETEGE | SMPN SATAP 2 MAGINTI
103. | AHLI PERTAMA, - GURU MATEMATIKA 1 B885T368 | SMPN SATAP 5 TIWORO UTARA
104, | AHLI PERTAMA, - GURU MATEMATIKA - | 40405133 | SMPN SATAP 1 SAWERIGADI
105, | AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA 1 40403155 | SMPN 2 WADAGA
106. | AHLI PERTAMA - GURL MATEMATIKA 1 40405280 | SMPN SATAP 1 LAWA
107. | AHLI PERTAMA - GURL MATEMATIKA 1 £0404594 | SMPN 3 KUSAMBI
108, | AHLI PERTAMA, - GURU MATEMATIKA 1 40400694 | SMPHN 2 KUSAMEI
104, | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 40400986 | SDN B WADAGA
110. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 BOTBTAEY | SMPN SATAP 3 MAGINTI
111, | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 BOO4TEED | SMPN SATAP 2 NAPAND KUSAMBI
112. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40400552 | SDN 2 TIKEP
113. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40400511 SDN 10 TIKEP
114, | AHLI PERTAMA, - GURL PENJASORKES 1 40400976 | SDN 7 SAWERIGADI
115, | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 40403655 | SDN 12 SAWERIGADI
116. | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 40400870 | SDN 2 NAPAND KUSAMBI
117. | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 40400867 | SON 1 MAGINTI
118. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40400644 | SDN 3 MAGINTI

119. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 40400547 | SDN 5 MAGINT|
120. | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 40400796 | SDN 7 KLUSAMBI

121. | AHLI PERTAMA - GURL PENJASORKES 1 40400581 SON & KUSAMBI

122, | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40400894 | SDN 2 KUSAMEI

123. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40400818 | SDN 8 BARANGKA
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TENAGA GURU

NO. JABATAN o NPSN UNIT PENEMPATAN
PPPK
124, | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 69832241 | SMPN SATAP 3 TIWORO UTARA
125. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40405125 | SMPN SATAP 1 TIWORD SELATAN
126. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 40403528 | SMPN SATAP 1 TIWORO UTARA
127, | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 40404725 | SMPN SATAP 2 TIWORO UTARA
128. | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES 1 40400955 | SDN 10 BARANGKA
129. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 40400601 | SDN 4 TIWORO UTARA
130, | AHLI PERTAMA - GURLU PENJASORKES i 40400565 | SDN 1 TIWORO TENGAH
131. | AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES 1 68787702 | SDN 7 TIWORO TENGAH
132, | AHLI PERTAMA - GURL PPKEN 1 40405133 | SMPN SATAP 1 SAWERIGADI
133. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN 1 40405137 | SMPN SATAP 2 TIKEP
134. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN 1 40400685 | SMPN 1 TIKEP
135. | AHLI PERTAMA - GURLU PPKMN 1 40405280 SMPH SATAP 1 LAWA
136. | AHLI PERTAMA - GURU PPKN 1 BIO4TERS | SMPN SATAP 2 NAPAND KUSAMBI
TOTAL 138
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TENAGA KESEHATAN

NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN b i se— UNIT PENEMPATAN
CPNS PPPK FASKES
- | AHLI PERTAMA - D-Iv GI2I 1 0 PT4130412 | PUSKESMAS MAGINTI
NUTRISICNIS 02,
2. | AHLI PERTAMA, - 5-1 KESEHATAN MASYARAKAT / -1 1 o] P74130412 | PUSKESMAS MAGINTI
PENYULUH KESEHATAN PENDIDIKAN KESEHATAN MASYARAKAT 02,
MASYARAKAT
3. | AHLI PERTAMA - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / 5-1 1 i P74130501 | PUSKESMAS LAWA
PENYULUH KESEHATAN PENDIDIKAN KESEHATAN MASYARAKAT 01.
MASYARAKAT
AHLI PERTAMA - PERAWAT | NERS 1 0 P74130412 | PUSKESMAS MAGINTI
oz.
AHLI PERTAMA, - 51 KESEHATAN LINGHUNGAN 1 1] P74130501 | PUSKESMAS LAWA
SAMITARIAN o1,
6. | TERAMPIL - BIDAN DO-ll KERIDANAN 2 L] P74130412 | PUSKESMAS MAGINTI
02,
7. | TERAMPIL - PERAWAT D-lll KEPERAWATAN / D-lll PERAWAT 4 0 P74130412 | PUSKESMAS MAGINTI
02,
TOTAL 11 [}
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TENAGA TEKNIS

7416_PEMERINTAH KAB. MUNA BARAT

NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN . A UNIT PENEMPATAMN
CPNS PPPK
1. | AHLI PERTAMA - ALUDITOR | S-1 TEKNIK SIPIL / 5-1 PERTANIAN / 5-1 2 ] INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT | INSPEKTORAT
EKONOMI AKUNTANS| / 5-1 MANAJEMEN PEMBANTL 11
2. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 TEKNIK SIPIL / 5-1 PERTANIAM | 5-1 2 o INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT | INSPEKTORAT
EKONOMI AKUNTANS| | §-1 MANAJEMEN PEMBANTU |
3. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 ADMINISTRAS| PEMERINTAHAN UMUM | 2 a INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT | INSPEKTORAT
5-1 HUKUM | 5-1 MANAJEMEN SDM / 8-1 PEMBANTU I
MANAJEMEN | 5-1 ADMINISTRAS| NEGARA |
5-1 ADMINISTRASI PUBLIK [ 5-1 MANAJEMEN
DAN KEBLIAKAN PUBLIK
4. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 TEKNIK SIPIL / 5-1 PERTANIAN / 5-1 2 a INSPEKTORAT KABUPATEN MUMA BARAT | INSPEKTORAT
EKONOMI AKUNTANSI [ 5-1 MANAJEMEN PEMBANTU Il
5. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM / 2 i} INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT | INSPEKTORAT
S-1 ADMINISTRASI/ 5-1 HUKUM ! 5-1 PEMBANTU Il
MANAJEMEN SDM [ 5-1 MANAJEMEN
6. | AHLI PERTAMA - AUDITOR | S-1 TEKNIK SIPIL | S-1 PERTANIAM / 5-1 2 o INSPEKTORAT KABUPATEN MUNA BARAT | INSPEKTORAT
ERKONOMI AKUNTANSI | S-1 MANAJEMEN PEMBANTU IV
7. | AHLI PERTAMA - S-1 TEKNIK SIPIL / 5-1 ARSITEKTUR | 5-1 5 o ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN |
PENGELOLA PENGADAAN | MANAJEMEN | S-1 AKUNTANSI | 5-1 EKONOMI BAGIAN LLP | SUB BAGIAN, HUKUM DAN SANGGAH
BARANGIJASA 5-1 PEMERINTAHAMN
B. | AHLI PERTAMA - 5-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR | 51 a 10 ASISTEM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN |
PENGELOLA PENGADAAN | MANAJEMEN / 5-1 AKUNTAMNSI / -1 EKONOMI / BAGIAN ULP | SUB BAGIAM. PEREMCANAAN
BARANG/JASA 5-1 PEMERINTAHAN
9. | AHLI PERTAMA - 5-1 TEKNIK SIPIL / §-1 ARSITEKTUR / S-1 5 L] ASISTEN ADMINISTRAS| PEMBANGLNAN DAN PEREKONOMIAN |
PENGELOLA PENGADAAN | MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI [ S-1 EKONOMI / BAGIAN ULF | SUB BAGIAN. ADMINISTRASI
BARANG/JASA 5-1 PEMERINTAHAN
10. | AHLI PERTAMA, - 5-1 PERTANIAN | 5-1 PERKEBLUMAMN | 5-1 10 5 DINAS PERTAMNIAN DAM PANGAN KAB, MUNA BARAT | KABID.
PENYULUH PERTANIAN PETERNAKAN | 5-1 PERTANIAN ILMU TANAH PENYULUHAN | SEKS! KETENAGAAN
11, | ANALIS ASET NEGARA 5-1 MANAJEMEN / 3-1 ILMU PEMERINTAHAN / 2 1] BADAMN PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN
5-1 EKONOMI AKUNTANS! / -1 EKOMOMI DAM DAERAH KAB. MUNA BARAT | KABID. ASET | KASUBID.
PEMBANGUNAN INVENTARISAS| DAN PENGHAPUSAN
12. | AMALIS BUDIDAYA 5-1 PERIKANAN / 5-1 PERIKANAN TANGKAP | 3 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. MUNA BARAT | KABID.
PERIKANAN 5-1 PERIKANAN DAN KELAUTAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBENIHAN IKAN | SEKSI
PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN IKAN
13. | ANALIS DIKLAT 5-1 MANAJEMEN / 5-1 EKONOMI | §-1 4 0 BADAMN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MUNA
PSIKOLOGI BARAT | KABID. PENGEMBANGAN DAN DOKUMENTASI | KASUBID.
PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN
14, | ANALIS INFORMASI PASAR | S-1 PERTANIAN | S-1 PERKEBUNAN / §-1 1 0 DIMAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. MUNA BARAT | KABID.
HASIL PERTANIAN BUDIDAYA PERTAMNIAN | 5-1 PEMASARAN ! 5-1 TAMAMAN PANGAN | SEKS| PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
EKONOMI PERTANIAN
15. | ANALIS KESEHATAN IKAN | 5-1 PERIKANAN 2 0 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABR. MUNA BARAT | KABID.
DAN LINGKUNGAMN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBEMNIHAN IKAN | SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN BUDIDAY &
16. | ANALIS LAHAN PERTAMIAN | 5-1 PERTANIAM | 5-1 PERKEBLUNAMN / 5-1 1 0 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. MUNA BARAT | KABID.
PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 5-1 PRASARANA DAN SARANA | SEKS| LAHAN DAN IRIGASI
PERENCANAAN WILAYAH / S-1 STUDI
PEMBANGUNAN / 5-1 SOSIAL EKONOMI
PERTANIAN / 5-1 SOSIOLOGI PEDESAAN [ 5-1
EKONOMI PERTANIAN | 5-1 AGRIBISNIS
PERTANIAN
17, | ANALIS PAJAK DAN 5-1 HUKUM / 5-1 AKUNTANSI 2 o BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN
RETRIBUSI DAERAH DAERAH KAB, MUNA BARAT | KABID, PENDAPATAN | KASUBID.
PERPAJAKAN
18, | ANALIS PANGAN 5.1 EKONOMI PERTANIAN | S-1 AGRIBISMIS / 1 o DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. MUNA BARAT | KABID.
5-1 PERTANIAN PANGAN | SEKS| KERAWANAN DAN PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
18, | ANALIS PERENCANAAN S5-1 EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / 5-1 3 o BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENDAPATAN
ANGGARAN ADMINISTRASI NEGARA [ S-1 ADMINISTRASI DAERAH KAB, MUNA BARAT | KABID, ANGGARAN | KASUBID.
PUBLIK | 5-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA
PUBLIK
20. | AMALIS PERENCANAAN -1 MANAJEMEN / 5-1 EKONOMI / -1 2 [i} BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MUNA
SUMBER DAYA MANUSIA PSIKOLOGI BARAT | KABID, PENGEMBANGAN DAN DOKUMENTASI | KASUBID
APARATUR PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN
21, | PENGELOLA BARANG D=1 AKUNTANSI / D11 EKONOMI Y D=1l 3 ] BADAM PENGELOLAAM KEUANGAMN, ASET DAN PENDAPATAN
MILIK NEGARA MANAJEMEN ! D-lIl ADMINISTRASI NEGARA / DAERAH KAB. MUNA BARAT | KABID. ASET | SUB BIDANG
D-1I ADMINISTRASI PUBLIK | DIl EKONOMI PERENCANAAN ASET DAN PEMELIHARAAN
et MAMAJEMEN
Halaman 5%




TENAGA TEKNIS

NO. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN A—— s UNIT PENEMPATAN
CPNS PPPK
22. | PENGELOLA SISTEM D-NTINFORMATIKA / D-lll SISTEM INFORMASI / 2 0 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MUNA
INFORMASI MANAJEMEN D1l KOMPUTER / D-lll SISTEM INFORMATIKA, / BARAT | KABID. PENGEMBANGAN DAN DOKUMENTASI | KASUBID.
KEPEGAWAIAN D11l TEKNIK INFORMATIKA | D-lll TEKNIK DOKUMENTASI DAN INFORMASI
INFORMASI | D-Ill TEKNIK INFORMASI
KOMUNIKASI/ D=1l MANAJEMEN | D-lIl
ADMINISTRASI / D-lll PSIKOLOGI
23. | PENYULUH PANGAN S-1 EKONOMI PERTAMIAN / 5-1 PERTANIAN / 1 ] DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KAB. MUNA BARAT | KABID.
5-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 5-1 FANGAN | SEKSI KERAWANAN DAN PENGANEKARAGAMAN
MANAJEMEN KONSUMS| PANGAN
24, | PERANCANG SISTEM 5-1 SISTEM INFORMASI | 5-1 KOMPUTER 4 0 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MUNA
INFORMASI KEPEGAWAIAN | TEKNIK ELEKTRO | S-1 TEKNIK INFORMATIKA / BARAT | KABID. PENGEMBANGAN DAN DOKUMENTAS| | KASUBID.
5-1 KOMPUTER DOKUMENTAS] DAN INFORMASI
25. | TEKNISI PRODUKSI D-1 SISTEM INFORMASI | D-Ill KOMPUTER / 5 0 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
MULTIMEDIA DAN WEB D-1l TEKNIK INFORMATIKA KAB. MUNA BARAT | KABID. STATISTIK | SELSI INTEGRASI
PENGOLAHAN DAN DIMENSI STATISTIK
TOTAL 68 15 e
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© . "'MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
~* _~ DAN REFORMASI BIROKRASI
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Halaman &/&
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